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PENDAHLUL AN

Senghketa hukum adalab perselisihan  vyang timbul
diantara warga masyarakat skibat suatu peristiwa hukum,
dimana pihak yang satu merasa dirugikan oleh pibhak vang
lain. fAda kemungkinan lain sengketa hukum ini timbul
seliagail akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur
dalam FPagal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

‘Salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa hukum
yvang timbul diantara warga masvarakat adalah dengan per-
antaraan kKekuasaan Kehakiman (Pengadilan).

Dalam wusaha menyelesaikan perkaranya ke pengadilan,
pihak vang merasa dirugikan hak atau kepentingannya dapat
mengajukan gugatan untuk menuntut pihak yvang merugikan  di
pengadrlan yang berwenang. Oleh karena merupakan suatu
perselisihan, maka jelas bahwa akan terjadi suatu perde-
hatan seru antara pihak vang merasa dirugikan dalam usaha
mendapatkan atau memperjuangkan hak ataupun kepentingan-—
nya, melawan pihak yang dituduh merugikan yvang akan mem-
pertahankan hak atau kmpéntinganmya (Wirjono, 1980 : 63).

Agar perdebatan di pengadilan ini tidak berlangsung
sprara  semaunya saja, maka diperlukan 'ggatu peraturan
mengenal tata tertib. Peraturan vang mahgétur tentang
hagaimana cara orang menghadap dimuka 'pengadilan dan
bagaimana cara pengadilan harus menyelesaikan perkara vang
diajukan kepadanya, keduanya dalam rangka menegakkan hukum
karena adanya sengketa, adalah hukum acara perdata.

Hukum  Acara Ferdata mengatur tentang ocarang-orang
vang - akan menyelesaikan perkaranya di pengadilan, sejak
mangajukan gugatan, mempertahankan hak/kepentingannya

hingga mempernleh keputusan. Hukum fAcara  Jjuga mengatur




bagaimana pengadilan menerima perkara, memeriksa, memutus
serta menyelesaikan perkara yang diaijukan kepadanya.

Penyelesaian perkara perdata dimuka hakim dapat di-
katakan merupakan pertarungan antara penggugat dengan
tergugat, maka pihak penggugat sebagai pihak yvang
menyerang dapat  di  pastikan telah mempersiapkan diri
sebaik mungkin dalam menyusun gugatannva.

Tergugat sebagail pihak yvang diserang, maka lavaklah
apahila terqgugat mempunyai hak untuk mempertahankan/mambe-
Iz segala kepentingannya. Dalam usabha membela diri ini
tentu  saja terguget tidak boleh dirugikan oleh pibak
pengqugat dengan cara-cara yvang tidak adil.

da kemungkinan bahwa tergugat telah memenui
kewajibhannya sebelum perkara diputuskan, maka tidak ada
alasan lagi hagi penggugat untuk melanjutkan tuntutannva.
Maka penggugat berhak mencabut gugatannya. Kemungkinan
lain, sebagai manusia biliasa tidak mustahil apabila dalam
menyusun gugatannya penggugat khilaf atau lupa oengemu-
kakan sesuatu hal yvang penting dalam gugatannya sehinggs
agar gugatannya berhasil perlu mencabut gugatannvya atau
mengadakan perubaban atas gugatan yvang telah dimasukkannya
ke pengadilarn (Sudikno, 1993 2 80).

Kalau kita teguh pada pendapat bahwa hak membela diri
dari tergugat sebagai pinak vyang diserang dimuka
pengadilan tidak boleh dirugikan secara tidsk sdil, maka
atalah masuk akal jika pencabutan atau perubiahanm gugatan
oleh penggugat tidak di perkenankan selama pemeriksaan
perkara.

Akan  tetapi jika memegang teguh pendapat demikiaﬁ,
maka sudah dapat di pastikan penggugat akan di kalahkan
jika penggugat tidak boleh merubah gugatannya. Dalam hal

demikian ini kepentingan pihak penggugat yang di rugikan.

PERMASALAHAN
Salah satu sumber hukum  acara perdata bagi

FPengadilan Negeri adalah HIR dan RBg memberi  kemungkinan
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gugatan diajukan secara lisan baik oleh yang berkepenting-

an sendiri atau wakilnya. Andaikata pihak pengugalt menun-

Juk kuaéa sebagal wakilnya, tidaek ada ketemntuan mengenai

siapa vang dapat ditunjuk sebagai kussa, sehingga ada

kemungkinan mereka yvang maju adalah corang vang buta hukum,.

Dalam hal demikian ini apakah dapat diharapkan penggugat

benar—-benar siap dengan segala  vang akan/harus di

kemuikakan agar gugatannya dikabulkan?

Kerugian pade pihek penggugat akan lebih terasa  jika
kekeliruan dalam gugatan baru disadari setelah pemeriksaan
perkara  mendekati pada saat hakim sudah akan menjatuhkan
keputusannya. Akan tetapl kalauw penggugat diperkenankan
mencabut atau merubah gugatannya begitu B5aja maka
kepentingan tergugatlah vang akan dirugikan.

1. Kalau demikian, bagaimana seharusnya sikap hakim dalam
menghadapl permohonan perubahan gugatan dari penggugat.
Apakah hakim akan menolak begitu saja permohanan
pencabutan atau perubahan gﬁgatan.

2. Kalau hakim akan menghadapi permohonan penggugat  untuk
mencabut atau merubah gugatannya, hal-hal apakah vyarng

harus diperhatikan untuk pertimbangan dalam putusannya.

PEMBAHASAN
1. Syarat mengajukan gugatan
Agar dapat menentukan syarat-syarat apakah vang
sehatusnya dipenuhi dalam gugatan, maka perlu dilihat
hbagaimana sifat bhukum dari gugaﬁan. Sifat hukum ini
terletak  pada soal keharusan ditetapkannya  Jurusan,
kearah mana berjalannya pemeriksaan oleh pengadilan
dalam acara perdata. Untuk ini dalam gugatan perlu
diterangkan seielas-jelasnya apa yang menjadi perseli-
sihan (positum) yaitu adanya hubungan hukum antara pars
pihak {(fundamentum petendi}), dan apa vang dituntut su-
paya diputus atau diperintahkan oleh pengadilan
{petitum). Fundamentum petendi terdivri dari penjelasan

alasan vang berdasar fakta (feitelijke gronden), dan




penielasan alasan yang berdasar hukum (rechts gronden)
(Wirijono, 1980 @ 346 - 37).

Dengan perkatan lain, agar suatu gugatan dapat
herhasil, vang berarti dikabulkan oleh hakim, maka
gugatan Ltersebut harus memenuhi  beberapa syarat,
sebagal berikut s
a. Syarat materiil

L. gugatan telah tiba ssatnvaj
2. debitur enggan melaksanakan prestasinva;

. sudah ada tequran;

£ LA

herdasarikan hak vang pantas;
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kepentingan yvang dilindungi oleh undang-undang.
. Syarat formil :
1. memenuhl  ketentuan siapa vang dapat mengajukan
gugatan;
2. memenuhld ketentuan tentang cara mengaliukan
gugatan (dengan surat gugat atau secara lisan);
S omemenuhil ketentuan dimana gugatan harus diajukan.
Apabila svarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka
gugatan dapat diputus dinvatakan tidak dapat diterima
bahkan ditolak oleh hakim vang memeriksa perkaranva.

Jika suatu gugatarn diajukan secara tertulis (de-
ngan surat gugat), maka surat gugat ini harus memenuhi
syarat bentuk dan isi vang telah ditetapkan. Meskipun
HIR maupun RBg tidék mengatur secara khusus hentuk dari
pada surat gugat, akan tetapi dari ketentuarn Pasal 119
HIR/143 RBg dapat disimpulkan adanya syarat minimum
hagi surat gugat {Koosmargono, 1983 @ 6).

Isi dari gugatan vang terdapat dalam fundamen tum
petendi ini harus jelas dan lengksap, sedangkanlpetitum“
nya harus terang dan pasti. Isi gugatan pada bagian
fundamen tum petendi, yvaitu bagian yang memuat
penjelasan berdaser fakta, dapat dipenuhi oleh setiap
penggugat (baik gugatan diajukan secara lisan  maupun
tertulis). Apabila syarat imni  tidak dipenuhli maka

gugatan dapat dinvatakan obscuur libel (gugatan vang




samar-samatr atau tidak mudah dimengerti}, sehingga

dapat diputus tidak dapat diterima.

Mencabut dan merubah gugatan

Pada pendahuluan  telah diuraikan bahwa ada ke
mungkinan bahwa tergugat telabh memenuhi kewalibannvya
sehbelum perkara diputuskan, maka tidak ada alasan lagi
bagi penggugat wntuk melanjutkan tuntutannya. Maka
penggugat berhak mencabut gugatannya. Kemungkinan lain,
sebagai manusla bilasa tidak mustahil apabila dalam
menyusun gugatannya penggugat khilaf atau lupa mengemu-
kakan sesuatu  hal vang penting cdalam gugatannya
sehingga agar gugatannya berhasil perlu mencabut
gugatannya atauw mengadakan perubahan atas gugatan vang
telah dimasukkannya ke pengadilan.

Tentang pencabutan dan perubahan gugatan ini tidak
diatur baik dalam HIR maupun RBg akan tetapili diatur
dalam Reglement op de Rechtsvordering {Rv).

#. Mesncabuld gugatan

Fencabutarn gugatan dapat dilakukan sebelum gu-
gatan 1tu diperiksa di persidsangan baik sebelum
tergugat memberikan jawaban atau sesudah  diberikan
jawabhan oleh tergugat.

Menurut ketentuwan Fasal 271 ayat (1) Rv, guga-
tan dapat dicabut sebelum tergugsat mengajukan Ja-
wabannva. Sedangkan menurut Pasal 271 ayvat (2) Rv,
jika gugatan dicabut setelah tergugat memberikan
Jjawabannya, harus dimintakan persetujuan dari tergu-
gat (Supomo, 1985 : 27}

Dalam hal ini tampak bahwa pembentuk uwundang-
undang memperhatikan kepentingan tergugat yvang
munglkin  telah mengeluarkarn biayva untuk menanggapi
gugatan penggugat, maupun waktu dan tenaga, sedang
pada suatu saat 1a akan ditarilk kembali ke peng-
adilan oleh penggugat dalam perkara vang telah di-

cabut itu.




Berdasarkan hal tersebut pencabutan gugatan

setelah tergugat mengajukan jawabannva secara  uni-

lateral tidak diperbolehkan (Supomo, 1985 : 27).

Dapat ditambahkan disini, bahwa pencabutan gu-

gatan menurut Fasal 30 AB  (Algemeene Bepalingen)

tidalk dapat menghentikan atauw menunda tuntutan

pidana. bBehaliknya menurut Pasal 29 AB, selama tun-~

tutan pidana sedang berjalan, maka tuntutan ganti

kerugian dalam perkara perdata yvang timbul sebagai

akibat perbuatan pidana tersebut terhenti atau di-

tunda {(Sudikno, 1993 : Bl).

Merubsh gugatsn

1.

Hal-hal vang dapat dirubah

Termasuk dalam pengertlian merubah adalah
1) mengganti,
2) menambah atau
3) mengurangil.
Kalau kita kembali pada perkataan, merubah
gugatan, maka akan dapat berarti :
a. Merubah/mengganti :
1Y. para pihak berperkara,
2). uraian peristiwa vang menjadi dasar gugatan,
2}, alssan yang berdasar hukum,
43). tuntutan.
b. Mernambah =
1}). para pihak berperkara,
2). uraian peristiwa vang menjadi dasar gugatan,
2). alssan yvang berdasar hukgm,
4). tuntutan.
. Mengurangi :
1). para pihak berperkara,
2y. uraian peristiwa yvang menjadi dasar gugatan,
3). alasan vang berdasar hukum,
4). tuntutan.
Oleh karena HIR maupun RBg tidak mengatur

tentang perubahan gugatan, maka ada baiknya kalau



kita melihat hukum acara perdata vang dulu
berlaku untuk Raad wvan Justitie {Rv) yang
mengatur hal tersebut.

Meskipun HIR dan RBg tidak mengatur soal
perubahan qugatan atau penambahan gugatan, namun
tidalk berarti perubahan gugatan tidak diperboleh-
kan. Hakimlah vang menentukan sampai dimana
perubahan gugatan diperkenankan {(Riduan, 1988 :
44) .

Dalam Pasal 127 Rv antara lain dikatakan
bahwa penggugat berhak untuk merubah atau mengu-
rangi gugatannya sampal saat perkara diputus,
tamnpa merubah  atau menambah onderwerp van den
elsch.

Apakah yang dimaksud dengan 'perkataan
merubah dalam Pasal 127 Rv 7

Tentang pengertian merubah, Pasal 127 Rv
hanya mensyaratkan bahwa perubahan tuntutan di-
perholenkan asal bersifat mengurangi atauw tidak
menambah. Dengan demikian tergugat tidak dirugi-
kan setidak-tidaknya tergugat tidak diberati
(Abdulkadir, 1984 : &69).

Kalau memang 1itu yang dimaksudkan, maka
dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa dalam
segala hal merubah dalam pengertian mengurangi
selalu  diperbolehkan, sedangkan yang berarti
menamizah tidak boleh.

Tampaknya Jjawaban seperti itu masih helum
men jawab pertanyaan secara tuntas, karena masih
dapat dipertanyakan benarkah dalam segala hal me-
rubah yang berarti menambah selalu tidak boleh 7
Bukankah hanya menambah ondetrwerp van den eisch
vang tidak diperbolehkan, lalu bagaimana dengan
bagian gugatan lainnya vyang bukan merupakan
anderwerp 7

Disamping itu, dapat dipertanyakan apakah




onderwerp van den eisch itu, karena beberaps
sarjana berbeda pendapat tentang pengertiam ini.

Mengenai pengertian onderwerp van den eisch,
M. CW Star Busmann mencoba menjelaskan hal itu
dengan mengatakan bahwa perubahan gugatan adalah
dilarang apabila berdasar atas keadaan-keadaan
hulkum  baru vang sama dimohon  pelaksanaan  sustu
hal vang lain, atau apabila penggugat
mengemuikalkan keadaan—keadaan hukum baru ctan
herdasar ini mohon kepada ha-kim untuk memutus
tentang perhubungdn hukum  antara  kedua belah
mihak vang lain dari apa vang semula telah di
kemukakannya., {(Wirjono, 1280 1 &5 - &&).

Guna menjelaskan uraiannya Ltu di
kemukakan beberapa contoh sebagail berikut:
Dalam gugatannya semula penggugat menuntut supava
tergugat i frakouam urtuk mengembalikan uang
pembelian  vang sudah dibayarkan oleh penggugat
dengan pengem-balian barang yang dibmli kepads
terqgugat atas dasar bahwa barangnya mengandung
cacad tersembunyi (Pasal 1491 KUH Pdt). Kemudian
penggugat merubab gugsatannya menjadi penggugat
menuntut supaya barang tetap ditangannvya,
sedangkan tergugat dihukum mengembalikan sebagian
wang pembelian vang telah di bavarkan penggugat
kepadanya atas dasar cacasd ter-sembunyi. Disini
baik sebelum maupun setelah dirubah, dasar
gugatannya tetap yaitu cacad tersem-bunyi, tetapi
ini  tuntutannyva (onderwerp van den eis) berwubah
vaitu barangnya tetap ditahan penggugat disamping
minta pengembalian sebagian uang pembelian.
Contoh lain di kemukakan, penggugat semula dalam
augatannyva menuntut bubarnya per?anjiam diantara
kedua pihak dengan disertai permohonan  ganti
kerugian berdasar kenyataan. bahwa tergugat telah

tidak menepati janjiinys (wanprestatie).  Kemudian
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penggugat merubah gugatannya, sehingga berdasar
wanprestasi tersebut disamping tuntutan semula
tergugat masih dituntut untuk menepati janjinva.

Berikutnya dikemukakan contah, dalam gugatannya
senula penggugat menuntut -pembayaran sgjumlah

wang berdasarkan suatu perjanjian  hutang-piutang

(geldleening), kemudian penggugat merubah
sedemikian Fupa sehingga peanggugat menuntut
pembayaran sejumlah uang berdasar statu

penylmpanan uang milik penggugat oleh tergugsat
(bewaargeving).

Perubahan-perubahan gugatan semacam itu
menuwrut  Mr. CW  Star Busmann adalah memenuhi
svarat—-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal
127 BRv, sehingga tidak di perbolehkan,

Dari uwralan Mr. CW Star Busmann dapat
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan onderwerp
van den eisch adalah uraian tentang hukum vang
dikemuka-kan aleh penggugat sebagail dasar
tuntutannya, atau apa vysng dituntut oleh
penggugat agar diputus oleh hakim (petitum).

Dalam praktek yvang dimaksud onderwerp lebih
luas dari pacda apa yvang di kemukakan oleh Star
Busmann, vaitu juga meliputl dasar dari tuntutan,
termasuk peristiwa-peristiwa yvang menjadi dasar
tuntutan. Jadi inil berarti vyang tidak Dboleh
dirubah dan ditambah adalah dasar tuntutan
( fundamentum petendi) dan tuntutannys (petitum).

Masih mengenal perubahan yang herarti
menambah  fundamentum petendi dan/atau  tuntutan,
hagaimana halnya Jjika perambahan ini  bertujuan
untuk memperielas atau mempertegas duduk perkara
vang sebenarnya. Sebagaeai contoh misalnya dalam
uraian peristiwa tertulis besarnya hutang
Hp.3,.000.000, kemudian dirubah menjadi

Rp.3.500,000,-- atau semula tertulis jual beli
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kemudian dirubah wmenjadi jual beli dengan hak
membeell  kembalil sehingga sesuaili  dengan keadaan
yang sebenarnya. Atau dalam gugatan semiila
tertulis hutang akan dikembalikaH pada tanggal 24
Oktober 1994, kemudian dirubah/diganti tanggal 24
September 1994, _

Kalawu hal demikian itu tidak diperbolehkan,
Jjelas penggugat akan dirugikan, karenma gugatan
akan di nyatakan tidak dapat diterima oleh hakim,
dan penggugat terpaksa mengulangi gugatannya
setelah diperbaiki. |

Menurut penulis hal itu dapat sajia dikabul-
kan oleh hakim meskipun masih mengenai onderwerp
van den eisch karena tidak akan merugikan tergu-
gat dalam membela kepentingannya dalam
pemeriksaan perkara.

Sebagaimana diatas di kemukakan bahwa
manurut ketentuan dalam Pasal 127 Rv, vang tidak
diperbolehkan adalah merubah condetwerp van den
elisch, sedangkan merubah bagian lainnya adalah
diperbolehkan.

Kalauw kita perhstikan isi suatu qgugatan,
selaln peristiwa  berikut alasan hukum yvang
menjadi dasar gugatan dan  tuntutannya, adalah
para pihak baik penggugat dan pihek tergugat.

Benarkah penggugat dapat merubah dalam arti
mengganti, menambah atau mengurangi  pihak-pibhak
berpﬁrkafa demikian saja 7 '

Memang ada kemungkinan bahwa pada waktu
menyusun gugatan oleh penggugat lupa untuk  mema-
sukkan atau mengikut sertakan pihak-pihak lain
vang tersangkut dalam masalahnva, haik sebagal
pihak perggugat atau pihak tergugat. Misalnya
dalam sengketa warisan, terdapat bheberapa ahli
waris dimana ada ahlli waris vang tidak dimasukkan

dalam gugatan karena ketidak tahuan penggugat
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atau sebab lain. Kalau hal ini terjadi, maka ada
kemungkinan bahwa gugatan akan tidak dapat
diterima karena tidak lengkap. Oleh karema dapat
merugikan dirinya, maka setelah menyadari keku-
rangannya penggugat bermaksud untuk  menambahkan
pihak—pihak berperkara guna melengkapi gugatan-
ya. Dalam menghadapili permohonan penggugat  untuk
mengadakan  perubaban sedemikian ini hakim perlu
memperhatikan apakah perubahan tidak mengakibat-
kan perubahan Iainnya‘yang akan dapat merugilikan
tergugst. Jika perubahan dengan menambah pihak
dalam suatu perkara menurut hakim tidak akan
merugikan tergugat, maka hakim dapat mengabulkan
permononan tersebut.

Sebagai patokan, perubahan atau penambahan
gugatan dipekenankan, asalkan kepentingan—
kepentingan para pihak, balk penggugat maupun
tergugat (terutama kepentingan tergugat sebagai
pihak vang di serang sehingga berhak membels
giri), Jjangan sampal dirugikan dengan dipsrikenan-—
kannya perubahan atau penambahan gugatan tersebut

(Subekti, 1977 : &7).

Saat merubah gugatan

Sebagaimana dikemukalan diatas, ada
kemungkinan p@mggugét karena ketidak tahuan atau
kelalatannya maelakukan kekeliruan atau kekurangan
dalam menyusun  gugatan Eehihgga merasa perlu
untuk merubah gugatannya agar dapat berhasil.

Kalau kesadaran pengyugat akan adanya keku-
ramngan atau kekeliruan dalam gugatannya lebih
awal, sehingga perubahan atas gugatan di lakukan
sebelum sidang pemeriksaan perkara maka hal ini
tidak menimbulkan masalah, lebih lagil iika
tergugat belum mengetahul askan adanva perkara

tersebut. Perubahan dapat dilakukan demikian saijia
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karena pihak lawan belum mengetahﬁi adanya
perkara  sehingga belum ada persiapan-persiapan
untuk membela diri, sehingga ia tidak akan
dirugikan andaikata penggugat merubah gugatannya.

Namun Jjika perubahan gugatan akan dilakukan
oleh penggugat setelah tergugat mengetahui akan
adanya perkara ates dirinyva, lebih lagi Jika
telah dilakukan sidang pemeriksaan perkara, maka
dalam hal perlu diperhatikan hal-hal sebagaimana
telah diuraikan diatas.

Sebagaimana di uraikan sebelumnvya, bahwa

dalam hal-hal perubahan vang tidak dilarang oleh’

undang-undang adalah sepenuhnya terserah kepada
hakim vyang memeriksa perkaranya. Namun demikian
kita tidak boleh melupakan hak tergugat untuk
menyetujul  atauy  tidak menyetujuli akan adanva
perubahan. Jadi meskipun hakim mengijinkan, akan
tetapi jika tergugat merasa keberatan atas
perubahan  vyang akan di lakukan penggugat, maka
hakim tidak dapat memaksakannya. Dalam hal ini
keberatan tergugat atas perubaban gugatan dari
penggugat ity tentu saja harus disertai dengan
alasannya. Tergugat tidak dapat begitu saja
menyatakan tidak setuju tanpa mengemukakan alasan

yvang dapat diterima menurut hukum.

Cara merubah gugatan

Dalam hal penggugat mengetahui skan adanya
kesalahan atau kekurangan dalam gugatannys, maka
jika gugatan di ajuksn secara lesan, ia dalam
sidang dapat minta kepada hakim untuk = merubah
gugatannya vang juga disjukan secara lesan.

Permohonan tersebut akan dinilai oleh hakim
apakah akan merugikan tergugat atauw - tidak,
demikian pula harus dinilai apakah tanpa

perubahan penggugat akan dirugikan. Jika menurut
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hakim perubahan tidak merugikan tergugat akan
tetapil kalau tidak dirubah penggugat akan
dirugikan, maka hal ini akan ‘disampaikan pada
pibhak lawan dengan segala pertimbangannya.

Apabila permobonan perubahan gugatan yang di
ijinkan halkim tidak di setujuli oleh tergugat,
malka salah satu cara untuk 'dapat mengadak ar
nerubahan  adalah penggugat mencabut gugatannya,
dan setelah dirubah (perbaiki) diajukan lagi. Hal
ini memang akan merugikan penggugat, karena untuk
mengajukan gugatan ia harus membayar biava lagi.
Akan tetapi hal ini, kalau dapat dilakukan, akan
lebih menguntungkan dari pada perkara dilanjutkan
dan berakhivr dengan kalabhnya penggugat.

Dikatakan #alisu dapst oi  lzkuaian, karena
mencabut gugatan permasalahannya sama dengan
merubah gugatan, yvaitu harus dengan persetujuan
pihak lawan apabila sidang pemeriksaan perkara
telah dilakukan oleh hakim.

Sebagal contoh dimana tergugat tidak
menyetujui  tindakan-tindakarn penggugat, dalam
suatix  perkara  vang diperiksa oleh Pengadilan
Negeri GSemarang, setelah tergugat mengajukan
Jawab annya penggugat bermaksud menambahkan pihak
daltam gugatannya berdasar atas jawaban tergugat
1tu. Oleh hakim permohonan  penggugat tersebut
dinilai tidak akan merugikan tergugat sehingga
dapat di kabulkan, akan tetapi hal itu tidak

disetujui oleh tergugat. Karena tergugat menolak

perubahan  gugatan dan  juga menolak  penggugat
untuk mencabut gugatannya, maka hakim yarg
memerilksa perkara dapat menjatuhkan putusan

gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan
bahwa gugatan tidak lengkap.
Setelath gugatan diperbaiki, penggugat dapat

mengaijukan lagi perkaranya yang akan diterima
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pengadilan dengan nomor perkara baru.

B. KESIMPLULAN
1. a. Hakim dapat mengabulkan pencabutan atau perubahap
gugatan begitu saja apabila tergugat belum
mengajukan jawabannya.

tr. Jika tergugat sudah mengajukan jawabannya, maka pen-
cabutan gugatan hanya dapat di lakukan dengan per-
satujuan tergugat.

2. Khusus mengenail perubahan :

a. Merubah gugatan adalah tidak bertentangan dengan
a5as-asas Rukum  acara perdata, sehingga dapat
dikabulkan‘hakim, asal tidak merubah atau menyimpang
dari kejadian materiil.

b. Pada prinsipnya merdubah gugatan dalam pengertian
mengurangi: selalu diperbolehkan, sedangkan menambah
tidak di perbolehkan.

c. Dalam menilai permohonan merubash gugatan, hakim
memperhatikan sifat dari pada perubahannva, bukan
hanya pada akibat perubahan tersebut.

d. Apabila hakim mengabulkan permohonan penggugat untuk
merubalhy gugatan, dan disetujul pihak lawan, maka
hakim harus memberikan kesempatan yang seluas-
luasnya kepada pihak tergugat dalam mempertahankan
atau membela kepentingannya.

e. fApabila hakim mengabulkan permohonan penggugat untuk
merubah  gugatan akan tetapi tidak disetujul oaleh
pithak  lawan maka dengan persetujuan  pihak  lawan
penggugat dapat mencabut perkaranya.

e
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